ABSTRAK

Zakat dan sedekah produktif telah menjadi instrumen pemberdayaan
ekonomi umat, namun kajian empiris penerapan akad syariah di tingkat desa masih
terbatas. Kesenjangan teori dan praktik dalam integrasi filantropi Islam dengan
UMKM yang menghadapi tantangan kepastian hukum melatarbelakangi penelitian
ini. Studi ini mengkaji implementasi kontrak bagi hasil gabungan pada program
sedekah produktif antara Unit Pengumpul Zakat Badan Koordinasi Majelis Taklim
Masjid Desa Maparah dan mitra usaha Seblak Bunda Kaka untuk menjembatani
kesenjangan tersebut di akar rumput.

Penelitian bertujuan mendeskripsikan mekanisme program, menganalisis
pelaksanaan akad kerja sama bisnis syariah, serta mengevaluasi kesesuaiannya
dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Analisis difokuskan pada operasional
program, implementasi akad dari kontribusi modal hingga bagi hasil, serta tinjauan
yuridis-normatif terhadap keabsahan dan keadilan transaksi dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat desa.

Kerangka pemikiran berlandaskan Magashid al-Syari’ah dan Fiqih
Muamalah sebagai tolok ukur keadilan, dipadukan dengan teori akad hibrida dan
manajemen strategis SWOT. Pendekatan ini diperkuat regulasi pengelolaan zakat,
standar manajemen risiko, dan hukum perjanjian perdata, sehingga evaluasi
mencakup validitas formal akad, keberlanjutan usaha, perlindungan harta umat, dan
efektivitas dampak sosial kolaborasi filantropi produktif tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui
wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan uji
keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit
trail untuk menjamin kredibilitas temuan secara utuh dan objektif sesuai konteks
lapangan.

Hasil menunjukkan bahwa meskipun rukun dan syarat akad terpenuhi,
terdapat kelemahan signifikan pada dokumentasi yang tidak eksplisit, ketiadaan
laporan keuangan tertulis, mekanisme bagi hasil yang belum selaras dengan fatwa
otoritas syariah, serta klausula force majeure yang bertentangan dengan prinsip
penanggungan risiko. Temuan ini mengungkapkan kesenjangan teori dan praktik
yang menghambat transparansi, sehingga direkomendasikan perbaikan
dokumentasi akad, peningkatan monitoring dan pelaporan, diversifikasi mitra, serta
penguatan kapasitas kelembagaan agar program berjalan akuntabel, adil, dan
berkelanjutan.
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ABSTRACT

Zakat and productive charity have transformed into instruments for
community economic empowerment, yet empirical studies on sharia contract
implementation at the village level remain limited. The gap between theory and
practice in integrating Islamic philanthropy with MSMEs, often facing legal
certainty challenges, underpins this research. This study examines the
implementation of hybrid profit-sharing contracts in the productive charity
program between the Zakat Collection Unit of the Mosque Taklim Council
Coordination Body (UPZ BKMM) of Maparah Village and its business partner,
Seblak Bunda Kaka, to bridge this gap at the grassroots level.

This study aims to describe the program's mechanism, analyze the
implementation of sharia business cooperation agreements between the managing
institution and the business partner, and evaluate compliance with Islamic
Economic Law principles. The analysis focuses on the program's operational
overview, contract implementation details from capital contribution to profit
sharing, and a juridical-normative review of transaction validity and fairness
within the context of village-level economic empowerment.

The conceptual framework is grounded in Maqgashid al-Shari’ah and Figh
Muamalah as benchmarks for justice and welfare, combined with hybrid contract
theory and SWOT strategic management as technical analytical tools. This
approach is reinforced by zakat management regulations, financial vrisk
management standards, and civil contract law, ensuring the evaluation covers not
only formal contract validity but also business sustainability, asset protection, and
the social impact effectiveness of this productive philanthropic collaboration.

The research employs a qualitative case study approach through in-depth
interviews, direct observation, and documentation. Data analysis was conducted
via reduction, presentation, and conclusion drawing, while data validity was
ensured through source and method triangulation, member checking, and audit
trails to guarantee the credibility of findings in depicting contract implementation
dynamics comprehensively and objectively within the field context.

Results show that while contractual pillars are generally met, significant
weaknesses persist in documentation, financial reporting, profit-sharing
compliance, and force majeure clauses. These gaps hinder transparency and
verification;  therefore, recommendations include improving contract
documentation, strengthening monitoring systems, diversifying partners, and
enhancing institutional capacity to ensure accountability, fairness, and
sustainability.
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